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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR |9 TAHUN 2010
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota
Palembang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa perfanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palembang
Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1958 Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rl Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3568);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1988 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4028).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomar 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara R| Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 fentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 1150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4585);
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24, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2005 Momor 1), sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 18);

27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan @ ....ccceeeen RP. 1.214.751.448.376,70
b. Belanja " i RP. 1.232.983.076.011,00
Defisit © i (Rp. 1B.231.627.634,30)

c. Pembiayaan

- Penerimaan : ....cccceeeeeen. RP. 34.211.936.428,00
- Pengeluaran : ........... Rp.  13.053.686.105,00

Surplus  © ... Rp.  21.158.250.323,00
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Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah
(Rp. 121.983.837.569,06) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah -

perubahan : Rp. 1.336.735.285.945,76
b. Realisasi : Rp._1.214.751.448 376.70
Selisih kurang . (Rp. 121.983.837.5685,06)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp. 153.986.051.508 54) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

perubahan : Rp. 1.386.868.127.520,54
b. Realisasi : Rp..1.232.983.076.011.00
Selisih kurang : (Rp. 153.986.051.509,54)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus  sejumliah
(Rp. 32.002.213.840,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran sefelah perubahan : (Rp. 50.233.841.574.78)

b. Realisasi : Rp._18.231.627.634 .30
Selisih kurang : Rp. 32.002.213.940,48

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan  sejumlah
Rp. 28.075.591.251,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan .

1) Anggaran selelah perubahan : Rp. 75.710.788.063,78
2) Realisasi :  Rp._34.211.936.428.00
Selisih Lebih :  Rp. 41.498.851.635,78

b. Pengeluaran :

1) Anggaran setelah perubahan : Rp. 25.476.246.489,00
2) Realisasi - Rp. 13.053.686.105.00
Selisih lebih : Rp. 12.423.260.384,00

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada
tanggal 31 Desember 2009 yang dituangkan dalam Neraca Daerah
sebagai berikut

a. Jumlah Aktiva - Rp. 3.562.194.653.973,97
b. Jumlah Utang - Rp. 173.925.033.812,26
c. Jumlah Ekuitas Dana :  Rp. 3.388.269.620.161,71

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah
pada tanggal 31 Desember 2009 yang dituangkan dalam Laporan
Aliran Kas sejumiah Rp. 1.080.033.890,70 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Saldo awal Kas 1 Januari 2009 © Rp. 32.621.629.828,00
b. Jumlah penerimaan kas - Rp. 1.292.364.266.984.70 +
Jumiah Kas Rp. 1.324.985.896.812,70
¢. Jumlah pengeluaran kas : Rp. 1.323.8905.862.922,00 -

d. Saldo Kas 31 Desember 2009 : Rp. 1.080.033.890,70



Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih
lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

yaitu :
a. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2008
Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
Lampiran .2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan.

Lampiran |4 : Rekapilulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah.

Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah.

Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Lampiran .7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah.

Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya.

Lampiran 1.9 . Daftar kegiatan Tahun Pertama Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan.

Lampiran 1,10 : Daftar Dana Cadangan.

Lampiran .11 : Daftar Pinjaman Daerah.

b. Lampiran Il :  Neraca.

c. Lampiran Il : Laporan Arus Kas Kabupaten / Kota.

d. Lampiran IV : Calatan atas Arus Kas Kabupaten / Kota.

e. Lampiran IV.1 : |khtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah,
Pendapatan, Beban dan / Laba.

f. Lampiran V.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aset,
Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palembang.

Diletapkan di Palembang
pada tanggal 22 Ortteer 2010

WALIKOTA PALEMBANG,

Ciumdrogian di palembang
Pada tsaggal 48 = |0 =204
SEXRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

—_—
Drs. H. EDDY SANTANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMEANG
TAHUM 2010 e R T
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